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ABSTRAK 

Muhammad Hamdy Nasution 

(2023):  

Praktik Akad Ijarah Pada Sistem 

Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut 

Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun 

Purba Persepktif Fiqh Muamalah 

 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengupahan 

antara pedagang dengan kuli angkut di Pasar Tradisional Bangun Purba. Sistem 

pembayaran tidak dilakukan pada saat kuli menyelesaikan pekerjaan namun 

dibayar setelah pedagang selesai berjualan. Sedangkan pembayaran tidak dibayar 

penuh kepada kuli apabila dagangan tidak laku terjual.  

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini bagaimana 

Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah dan bagaimana perspektif 

Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah 

Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba.  

Selanjutnya jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) 

dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun 

sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang, 2 orang 

pedagang dan 3 orang adalah kuli angkut. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan 

kemudian dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan 

menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut 

dapat diambil kesimpulannya. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Praktik akad Ijarah dalam sistem 

pembayaran upah kuli angkut barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba 

belum terlaksana dengan baik. Adapun kesimpulannya adalah bahwa selama ini 

sistem pembayaran upah kuli angkut oleh pedagang diberikan di akhir saat 

pedagang selesai berjualan pada hari itu. Sistem ini berlaku karena upah yang 

digunakan untuk membayar jasa kuli angkut berasal dari hasil jualan pedagang 

pehari itu. pedagang dengan kuli angkut telah melakukan semacam akad secara 

lisan yang mana pedagang melontarkan permintaan bantuan kepada kuli untuk 

mengangkut barang dagangannya ke kios. Besaran upah juga disebutkan sebesar 

Rp.30.000 perkios dengan metode pembayaran di akhir. Namun dalam praktiknya 

terjadi pengurangan jumlah besaran upah yang diberikan pedagang. Pengurangan 

tersebut didasarkan pada tingkat barang yang terjual sedikit. Selanjutnya, dalam 

perspektif Fiqh Muamalah jelas praktik ini tidak sesuai, karena konsep 

pembayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan atau akad di awal. Pemotongan 

upah buruh angkut yang apabila dagangan banyak tidak terjual merupakan 

perbuatan zalim kepada kuli yang tidak dibenarkan oleh Islam. 

 

Kata Kunci : Akad, Ijarah, Pasar Tradisional, Pedagang, Kuli Angkut 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT. telah menjadikan masing-masing saling membutuhkan 

satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan 

hidup seiring dengan perkembangan illmu pengetahuan dan teknologi, maka 

kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi 

baik secara individu maupun kebutuhan lainya. Diantara masalah-masalah 

yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Masalah 

muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka 

pedoman dan tatanan pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, 

sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak 

kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.
1
 

Muamalah sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam 

memberikan aturan global untuk memberikan peluang bagi perkembangan 

kehidupan manusia sejalan dengan perkembangan zaman, tempat dan situasi 

yang berbeda. Memang pada dasarnya alam semesta diciptakan oleh Allah 

SWT, untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam muamalah yang paling 

dikenal adalah Fiqh Muamalah yang merupakan hukum ijarah. Secara 

etimologis, kata Ijarah berasal dari kata ajru yang artinya iwadh (pengganti). 

                                                             
1
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2003), h. 225. 
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Oleh karena itu, tsawab (pahala) disebut juga ajru (upah). Ijarah secara 

terminologi adalah akad yang berisi pertukaran manfaat sesuatu dengan 

memberikan perimbangan dalam jumlah tertentu. Ini sama saja dengan 

menjual manfaat suatu benda. 

Adapun pengertian Ijarah yang dikemukakan oleh para ulama 

madzhab sebagai berikut:  

1. Menurut ulama Hanafiyah ialah akad untuk membolehkan pemilikan 

manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan 

imbalan.
2
 

2. Menurut ulama Syaifi’iyah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang 

mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau 

kebolehan dengan pengganti tertentu.
3
 

Dalam syariat  Islam sewa menyewa dinamakan Ijarah yaitu jenis 

akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Ijarah dalam arti luas 

bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan 

memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan 

bendanya. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan Ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu 

barang atau jasa dala waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah 

tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maka 

                                                             
2
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 114. 

3
 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122. 
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dengan demikian akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya 

perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.
4
 

Akad Ijarah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Ijarah 'ala al 

manafi' adalah Ijarah yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti 

menyewakan rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikemudikan, pakaian 

untuk dipakai dan sebagainya. Dalam Ijarah ini dibolehkan menjadikan benda 

sebagai tempat untuk dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak dilarang 

syara'. Ijarah 'ala al-amal adalah Ijarah yang objek akadnya adalah jasa atau 

pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad Ijarah ini 

erat kaitannya dengan masalah upah. Oleh karena itu, pembahasannya lebih 

terfokus pada pekerjaan atau tenaga kerja (a'jir). 

Adapun dasar hukum akad Ijarah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 

ayat 233, yang berbunyi: 

                    

                       

                            

                         

                      

                            

 
 

                                                             
4
 Hendi Suhendi, op. cit., h. 114. 
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Artinya :“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan 

warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan.”
5
 

 

M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsir Al-Mishbah memberikan 

penafsiran tentang surat Al – Baqarah ayat 233 dengan kewajiban ibu untuk 

menyusukan anak – anaknya baik ibu kandung maupun bukan sebab air susu 

ibu merupakan makanan terbaik buat bayi hingga umur dua tahun. Namun 

demikian tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Apabila ibu 

yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, 

maka yang berkewajiban memberi makan dan pakaian adalah ayah atas dasar 

suami istri, sehingga bila mereka menuntut penyusuan anaknya, maka ayah 

wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu wajar.
6
  

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan, bahwa Allah 

memerintahkan seorang ibu untuk menyusukan anaknya dan Allah  

memperbolehkan menyewa jasa orang lain yang tidak mampu kita tunaikan, 

dengan kata lain kita harus menunaikan upahnya secara patut atas jasa yang 

diterimanya. 

                                                             
5
 Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2020), h. 56 

6
 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Jilid I, 

(Jakarta : Lentera, 2002), h. 503. 
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Ijarah adalah sarana bagi manusia agar lebih mudah mewujudkan 

manfaat yang dibutuhkannya meskipun tidak memilikinya. Kebutuhan 

terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. 

Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip yang diberlakukannya 

transaksi. Oleh karena itu, Ijarah di syariatkan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Dengan demikian Ijarah sesuai dengan prinsip syari’ah  Islam.
7
Agar 

dalam akad Ijarah tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak serta 

terpeliharanya akad Ijarah yang baik dan saling menguntungkan.  

Menurut pandangan agama  Islam pelaksanaan Ijarah sangat 

diperhatikan, karena pengupahan atau pengantian jasa ini terjadi antara dua 

belah pihak. Maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus 

menetukan besar kecilnya upah menurut kesepakatan dan keridhaan bersama.
8
  

Islam memperbolehkan akad Ijarah karena salah satu jalan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Namun dalam pelaksanaannya pun harus 

berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tanpa mengurangi 

hak-hak dan kewajiban masing-masing. Majikan harus memberikan hak 

buruh yakni memberikan upah ketika telah menyelesaikan pekerjaannya.
9
  

Pada masa kini upah-mengupah banyak dilakukan dikalangan 

masyarakat, karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, oleh karena 

itu banyak orang yang mencari kerja agar mendapatkan upah demi memenuhi 

kebutuhanya. Salah satu pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-

                                                             
7
 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), h. 316. 
8
 Rachmat Syafe’i, op.cit., h. 136. 

9
 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2013), h. 228. 
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hari adalah dengan bekerja sebagai buruh angkut barang di Pasar Tradisional 

Desa Bangun Purba. Tingginya kebutuhan akan permintaan jasa mengangkat 

barang membuat banyaknya orang yang menginginkan profesi sebagai kuli 

barang.  

Jasa mengangkat barang digunakan oleh pedagang di pasar 

tradisional Desa Bangun Purba untuk mengangangkat barang dagangan 

mereka seperti mengangkat barang dagangan seperti pakaian, cabe, lobak, dan 

sayur-sayuran lainnya, tidak hanya itu saja jasa mengangkat barang juga 

dimanfaatkan oleh pedagang sembako. Kuli mengangkat barang dari mobil 

petani ke kios tempat pedagang berjualan dalam hitungan karung dengan 

berat barang yang berbeda-beda.  

Menurut Pak Dona yang merupakan salah seorang Kuli Angkut di 

Pasar Tradisional Bangun Purba bahwa para kuli memberikan jasa mereka 

dengan cara mengangkat barang dari mobil petani ke kios masing-masing 

pedagang dengan kesepakatan upah yang telah dijanjikan. Tetapi para kuli 

mendapatkan upah dari pedagang yang memakai jasa kuli tidak langsung 

dibayar, melainkan bayarannya setelah pedagang selesai berjualan. Upah kuli 

sangat bergantung dengan hasil jualan pedagang pada hari itu. Apabila 

dagangan pedagang laris maka kuli akan diberikan upah penuh. Namun 

apabila dagangan pedagang tidak habis terjual maka oleh pedagang kuli akan 

diberikan upah setengah atau sesuai dengan banyaknya barang terjual.
10

 

                                                             
10

 Dona, Kuli Angkut Barang Pasar, Wawancara, Bangun Purba, 15 Desember 2022. 
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Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sistem pembayaran 

yang diberlakukan oleh pedagang kepada kuli angkut di pasar tidak diberikan 

diawal tetapi diberikan di akhir saat pedagang selesai berjualan. Upah kuli 

angkut tampak ditetapkan secara sepihak serta konsep upah yang melibatkan 

kuli untuk menanggung risiko dagangan pedagang. Kuli tidak bisa menolak 

pembayaran upah yang di berikan setengah oleh orang yang memakai jasa 

kuli karena pembayaran dilakukan setelah lakunya dagangan orang yang 

memakai jasa kuli. 

Dari hasil observasi di atas dapat diketahui bahwa adanya praktik 

akad Ijarah pada sistem pembayaran upah kepada kuli angkut yang diduga 

menyalahi konsep Ijarah dalam  Islam. Hal ini karena dalam upah seharusnya 

kuli tidak harus menanggung risiko dagang yang dijalankan pedagang. Hal ini 

juga dijelaskan dalam hadis bahwa apabila seseorang memakai tenaga atau 

jasa orang lain hendaknya diberikan besaran upah yang ditentukan selayak 

dan sepantasnya bahkan harus diberikan sebelum keringatnya kering, hadist 

tersebut ialah: 

فَّ عَرَقوُُ   11أعْطوُا الَأجِيَر أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِ
Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul ”Praktik 

Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut 

                                                             
11

 Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah , juz 2, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, dkk  (Depok: Gema Insani Press, 2016),, h. 816. 
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Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun 

Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas sehingga sesuai 

dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka peneliti membatasi 

permasalahan ini tentang Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah 

Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba 

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dan  Perspektif Fiqh 

Muamalah terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah 

Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba 

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada 

Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan 

Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu? 

2. Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Akad Ijarah Pada 

Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar 

Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten 

Rokan Hulu? 
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

akan dicapai dalam penulisan ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah 

Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba 

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Akad 

Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di 

Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba 

Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatul bagi 

siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis menjadi bahan masukan agar dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian. 

2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya 

khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan bahan untuk 

didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktis 
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c. Manfaat Akademisi 

Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan 

program S1 Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekomomi 

Syariah pada Universitas  Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Ijarah 

Lafal al-Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau 

imbalan. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam 

memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau 

menjual jasa perhotelan dan lain-lain.
12

 Secara etimologis Ijarah berasal 

dari kata ajara-ya’juru yang berarti upah atau al-iwadhu (ganti), artinya 

jenis akad untuk mengambil manfaat (ajran) dengan jalan penggantian 

atau pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat 

suatu pekerjaan.
13

 

Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai 

banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak 

mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk 

zatnya, tetapi sifatnya dan dibayar sewa.
14

 

Adapun Ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu 

manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan 

sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atau suatu 

pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.
15

 

                                                             
12

  Nasrun Haroen, Fiqh muamalah, (Jakarta:  Gaya Media Pratama, 2007), h. 228. 
13

 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 

2007 ). h. 41.  
14

 Herry Sutanto, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 

h. 200. 
15

 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. Op.Cit, h. 311. 
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Adapun secara terminologi, para ulama Fiqh berbeda pendapatnya, 

antara lain: 

a. Menurut ulama Syaifi’iyah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang 

mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti 

atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
16

 

b. Menurut ulama Hanafiyah ialah akad untuk membolehkan pemilikan 

manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa 

dengan imbalan.
17

 

c. Menurut Amir Syarifuddin al-Ijarah secara sederhana dapat diartikan 

dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu 

bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu 

benda disebut Ijarah al-A’in, seperti sewa-menyewa rumah untuk 

ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari 

tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, 

seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya 

dalam konteks Fiqh disebut al-Ijarah.
18

 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah adalah sewa 

barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
19

 

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada 

dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam 

mengartikan Ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat 

                                                             
16

 Rachmat Syafe’i, loc.cit., h. 165. 
17

 Hendi Suhendi,  loc.cit., h. 124. 
18

 Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada  

Media Group, 2010), h. 277. 
19

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 247.  
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diambil intisari bahwa Ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas 

manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah 

manfaat atas suatu barang (bukan barang). 

Seseorang yang menyewakan rumah untuk ditinggali selama satu 

tahun dengan imbalan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berhak 

menempati rumah tersebut selama satu tahun, tetapi ia tidak memiliki 

rumah tersebut. Dari segi imbalannya, Ijarah mirip dengan jual beli, 

namun keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya adalah 

objeknya, sedangkan dalam Ijarah objeknya adalah manfaat dari objeknya. 

Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk diambil buahnya 

karena buah adalah objek, bukan manfaat. Demikian pula, tidak boleh 

menyewa sapi untuk diperah karena susu bukanlah manfaat, tetapi objek. 

2. Dasar Hukum Ijarah 

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa Ijarah disyariatkan 

dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu 

Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, 

Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa Ijarah adalah jual beli 

kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak 

ada tidak dapat dikategorikan jual beli.
20

 

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati Ijarah 

tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak 

berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). 

                                                             
20

 Rachmat Syafe’i, op.cit., h. 123. 
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Jumhur ulama berpendapat bahwa Ijarah disyariatkan berdasarkan Al-

Quran, As-Sunnah, dan Ijma’.
21

 

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya Ijarah terdapat pada    

Al-Qur’an Surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi : 

          

                      

                        

              

Artinya :“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu 

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 

dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.”
22

 

 

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini dengan 

mengatakan bahwa para suami yang menceraikan istrinya untuk 

memberikan istri yang diceraikan tersebut tempat tinggal yang layak. 

Kemudian ketika telah memberikannya tempat tinggal maka jangan 

melakukan pekerjaan yang dapat menyempitkan mereka. Kemudian kalau 

istri yang di ceraikan dalam keadaan mengandung maka para suami yang 

menceraikan wajib memberikannya nafkah. Kemudian kalau mereka 

                                                             
21

 Ibid. 
22

 Kemenag RI, op.cit., h.559. 
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menyusui anak maka para suami wajib memberikan imbalan atas jasa istri 

yang menyusukan. Karena dengan demikian dapat mengilangkan para istri 

yang tela diceraikan dari kerugian. Dan apabila diantara keduanya 

menemukan kesulitan maka diharuskan bermusyawarah karena ada 

perempuan lain yang dapat menyusukanya.
23

 

Pada dalil ayat diatas telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan 

kepada bekas suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan 

bekas isterinya untuk memungkinkan menyelenggarakan susuan yang baik 

bagi anak yang diperoleh dari bekas suaminya itu. Biaya-biaya yang 

diterima bekas isteri itu dinamakan upah, oleh karena hubungan 

perkawinan mereka telah terputus, hingga antara bekas suami dan bekas 

isteri itu adalah orang lain yang tiada hubungan dan hak kewajiban suami 

isteri lagi. Yang masih ada ialah kewajiban, bekas suami sebagai ayah 

anaknya, untuk mengeluarkan nafkah bagi anaknya itu sampai umur 

baligh.  

Dengan demikian nafkah yang diperlukan untuk menyusui anak 

tersebut, meskipun menyusu kepada ibunya sendiri, harus dikeluarkan oleh 

ayah anak itu, yang dapat dinamakan “upah” sebagai imbalan susuan itu.
24

 

Selain itu para ulama mengemukakan alasan kebolehan Ijarah 

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut: 

ثَ نَا إبِْ راَىِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَ رَنََ ىِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّىْريِِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ يْرِ  حَدَّ
هَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ وَأبَوُ بَكْرٍ رَجُلًً  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

                                                             
23

 M. Quraish Shihab, op.cit., h. 289. 
24

 A. Syafii Jafri, Fiqh muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 132. 
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لِ ثَُُّ مِنْ بَنِِ عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ ىَادِيًً خِريِّتًا الْْرِيِّتُ الْمَاىِرُ بِِلِْْدَايةَِ قَدْ مِنْ بَنِِ الدِّي
ارِ قُ ريَْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَ عَا  غَمَسَ يََِيَن حِلْفٍ فِ آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَىُوَ عَلَى دِينِ كُفَّ

ثَ وْرٍ بَ عْدَ ثَلًَثِ ليََالٍ فَأَتََهُُاَ برِاَحِلَتَ يْهِمَا صَبيِحَةَ ليَاَلٍ  إلِيَْوِ راَحِلَتَ يْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ 
ليِلُ الدِّيلِيُّ فَأَخَذَ بِِِمْ أَسْفَلَ  رةََ وَالدَّ ثَلًَثٍ فاَرْتَََلًَ وَانْطلََقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُ هَي ْ

احِلِ  ةَ وَىُوَ طرَيِقُ السَّ  25مَكَّ
Artinya :“Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar 

menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan 

dari dari Bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia 

pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-

Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. 

Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka 

keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya 

menjanjikan bertemu di Gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun 

mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan 

mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya 

berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan 

penunjuk jalan dari Bani Dil, dia membawa mereka menempuh 

bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai” (H.R. Bukhari). 

 

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musrik 

saat darurat atau tidak ditemukan orang Islam, dan nabi mempekerjakan 

orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini imam 

Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musrik, baik yang memusuhi 

Islam (harbi) maupun yang tidak memusuhi Islam (dzimmi), kecuali 

kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau 

dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththal mengatakan 

bahwa mayoritas ahli Fiqh membolehkan menyewa orang-orang musrik 

saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat 

mereka.
26

 

                                                             
25

 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 

2007), Ed 5 h. 403. 
26

 Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Sumatra: FEBI UIN-SU Pres, 2018), h 

196. 
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Selain itu alasan diperbolehkannya Ijarah dilihat dari Ijma’Umat 

Islam pada masa sahabat telah ber ijma’ bahwa Ijarah diperbolehkan sebab 

bermanfaat bagi manusia. Adapun dasar dari ijma’ adalah bahwa ulama 

Islam mulai dari sahabat, tabi’in, dan imam yang empat sepakat 

disyariatkannya Ijarah. Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa 

ulama dari seluruh generasi dan diseluruh negeri sepakat diperbolehkannya 

Ijarah.
27

 

3. Rukun dan Syarat Ijarah 

Menurut Hanafiah, rukun Ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, 

yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan 

menurut jumhur ulama, rukun Ijarah ada empat, yaitu: 

a. Aqid, yaitu mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang 

menyewa). 

b. Shighat, yaitu ijab dan qabul. 

c. Ujrah (uang sewa atau upah). 

d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan 

tenaga dari orang yang bekerja.
28

 

Sebagai transaksi umum, al-Ijarah hanya dianggap sah jika 

memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana berlaku umum untuk transaksi 

lainnya. Syarat – syarat akad Ijarah adalah sebagai berikit : 

a. Untuk kedua orang yang berakad (al-muta’aqidain), menurut ulama 

Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh 

                                                             
27

 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, op.cit., h. 316. 
28

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah 2010), h. 320. 
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sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak 

kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka 

(sebagai buruh), menurut mereka, al-Ijarah-nya tidak sah. 

b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk 

melakukan akad al-Ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa 

melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
29

 

c. Manfaat yang menjadi obyek al-Ijarah harus diketahui secara 

sempurna, agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Jika 

manfaat yang akan menjadi obyek al-Ijarah tidak jelas, maka akadnya 

batal. 

d. Benda al-Ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan 

tanpa cela. Oleh karena itu, para ulama Fiqh sepakat bahwa tidak boleh 

menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan digunakan 

langsung oleh penyewa. 

e. Obyek al-Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab 

itu, para ulama Fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa 

seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk 

membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan 

rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah 

mereka.
30

 

f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya 

menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa dan 

                                                             
29

 Nasrun Haroen, loc.cit., h. 232. 
30

 Ibid., h. 233. 



19 

 

 
 

menyewakan orang yang belum haji untuk menggantikan haji 

penyewa. Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa 

seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi 

orang yang disewa.
31

 

g. Obyek al-Ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti 

rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh 

dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan 

dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad 

pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.
32

 

h. Upah/sewa dalam akad al-Ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang 

memiliki nilai ekonomi.
33

 

4. Macam-Macam Ijarah 

Dilihat dari segi obyeknya, akad al-Ijarah dibagi para ulama Fiqh 

kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat atas barang (Ijarah al-

a’yan) dan yang bersifat jasa (Ijarah al-a’mal). Al-Ijarah yang bersifat 

manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, 

pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang 

dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama Fiqh sepakat 

menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa. 

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijarah seperti ini, menurut 

para ulama Fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti 

                                                             
31

 Ibid. 
32

 Ibid., h.234. 
33

 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 280. 
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buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Al-Ijarah 

seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu 

rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang 

menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, 

buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-Ijarah terhadap pekerjaan 

ini (buruh, tukang, dan pembantu) menurut ulama Fiqh hukumnya boleh.
34

 

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah 

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian 

yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak 

berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh) karena 

termasuk perjanjian timbal balik.
35

 

Para ulama Fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad Ijarah, maka 

bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama’ Hanafiah 

berpendirian bahwa akad al-Ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh 

dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak 

yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan 

berpindah dalam hukum.  

Adapun jumhur ulama’ dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-

Ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh 

dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus 

bilamana seorang meninggal dunia maka akad al-Ijarah batal, karena 

manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama’ mengatakan, 

                                                             
34

 Syaikhu, Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, 

(Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 142. 
35

 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 160. 
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bahwa manfaat itu boleh diwariskan karna termasuk harta (al-maal). Oleh 

sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad 

al-Ijarah.
36

 

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-Ijarah akan berakhir 

apabila: 

a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 

dijahitkan hilang. 

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-Ijarah telah berakhir. 

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 

kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, 

maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para 

ulama Fiqh. 

c. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, 

karena akad al-Ijarah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. 

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-Ijarah tidak batal dengan 

wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka 

boleh diwariskan dan al-Ijarah sama dengan jual beli, yang mengikat 

kedua belah pihak yang berakad.
37

 

d. Adanya Uzur, penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur 

juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian 

sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu 
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pihak.
38

 Adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah adanya 

suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana 

sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk 

berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar. 

Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa 

toko yang telah diadakan sebelumnya.
39

 

Berdasarkan penjelasan penulis simpulkan bahwa suatu akad 

Ijarah dapat berakhir apabila obyek akad Ijarahnya hilang, seperti 

misalnya hilangnya kain yang dijadikan objek upah menjahit. Tenggang 

waktu yang disepakati telah selesai, misalnya masa sewa kos-kosan yang 

habis selama setahun. Meninggalnya salah satu yang berakad juga 

menyebabkan akad Ijarah berakhir. Serta keadaan uzur dari pihak yang 

berakad. 

6.  Pengertian Ujrah 

Ujrah berasal dari kata Al Ujru wal Ujratu, yang artinya upah.
40

 

Atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat 

benda atau jasa. Upah atau sewa dalam al Ijarah harus jelas, tertentu dan 

suatu yang memiliki nilai ekonomi.
41

 Jadi, Ujrah menurut terminologi 

adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan 

hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemillikan.
42
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Upah dalam Islam masuk juga dalam bab Ijarah sebagaimna 

perjanjian kerja. Menurut bahasa, Ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau 

imbalan, karena itu maka Ijarah mempunyai pengertian umum yang 

meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan 

atau upah karena melakukan suatu aktivitas.
43

 

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi Ujrah atau upah 

sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulakan bahwa upah 

atau Ujrah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah 

dilakukan. 

Upah (Ujrah) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (Ijarah) 

karena memang upah merupakan bagian sewa menyewa (Ijarah), Ijarah 

berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu 

manfaat yang diambil.  

7. Landasan Hukum Ujrah 

Hukum Ujrah menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’. 

a. Al –Qur’an surah Az-Zukhruf ayat 32  

            

                             

                  

Artinya :“Apakah mereka yang membagi bagikan rahmat tuhanmu? Kami 

telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka 
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atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 

dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S Az Zukhruf: 

32).
44

 

 

Dalam tafsir jalalain disebutkan (Apakah mereka yang membagi-

bagi rahmat Rabbmu?) yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian 

(Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia) maka Kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan 

sebagian lainnya miskin (dan Kami telah meninggikan sebagian 

mereka) dengan diberi kekayaan (atas sebagian yang lain beberapa 

derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan) golongan orang-

orang yang berkecukupan (sebagian yang lain) atas golongan orang-

orang yang miskin (sebagai pekerja) maksudnya, pekerja berupah; 

huruf Ya di sini menunjukkan makna Nasab, dan menurut suatu qiraat 

lafal Sukhriyyan dibaca Sikhriyyan yaitu dengan dikasrahkan huruf Sin-

nya (Dan rahmat Rabbmu) yakni surga Rabbmu (lebih baik daripada 

apa yang mereka kumpulkan) di dunia.
45

 

Pada dalil ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah membagi-bagi 

sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena mereka 

tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah menjanjikan sebagian 

dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas 

sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong 

dalam memenenuhi kehidupan hidupnya. Karena itu, masing masing 
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saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan 

rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Untuk itu, 

sebagai makhluk Allah kita harus saling tolong menolong dalam hal 

kebaikan sesama manusia. 

b. Hadist 

Adapun hadist yang memperbolehkan ujrah yaitu: 

فَّ عَرَقوُُ  رَ أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِ  أَعْطوُا اْلَأ جِي ْ
Artinya :“berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”

46
  

 

Pada  hadis diatas dijelaskan tentang ketentuan pembayaran upah, 

yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah sebelum 

kering keringatnya dan setelah mengerjakan pekerjaannya. Bahwa 

pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh adalah tanggung jawabnya. 

Adapun upah merupakan kewajiban penyewa yang harus dituntaskan.
47

 

8. Rukun dan Syarat Ujrah 

Menurut jumhur ulama rukun Ujrah ada empat, yaitu: 

a. Dua orang yang berakad 

b. Sighat (ijab dan qabul) 

c. Sewa atau imbalan 

d. Manfaat.
48
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Untuk sahnya Ujrah sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau 

imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapakan syarat 

Ujrah yaitu:  

a. Ujrah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam 

pandangan syari'ah (mal mutaqawwim) dan diketahui. 

b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dangan uang sesuai dengan 

adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus 

termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, 

maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara’.
49

 

c. Ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang 

disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah 

mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan 

ulama Hanafiyyah syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi`ah.
50

 

9. Macam- macam dan Jenis Upah (Ujrah)  

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: 

a. Upah yang sepadan (Ujrah al-misli)  

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta 

sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang 

disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja 

dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu 

untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati 
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maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan 

pekerjaanya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan 

sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.
51

  

Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk 

menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindarkan adanya 

unsur eksploitasi didalam transaksi dengan demikian, melalui tarif upah 

yang sepadan, setiap perselisian yang terjadi didalam transaksi jual beli 

jasa akan dapat terselesaikan secara adil.
52

 

b. Upah yang telah disebutkan (Ujrah al-musamma)  

Upah yang disebut (Ujrah al-musamma) syaratnya ketika disebutkan 

harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang 

melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak 

musta’jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang 

telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk 

mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan 

upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan 

syara’.
53

  

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, 

maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (ajrun 

musamma). Apabila belum disebutkan atau terjadi perselisihan upah 
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yang telah disebutkan maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan 

(ajrun misli).
54

 

10. Gugurnya Upah 

Para ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, 

apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut 

Syafi’iyah dan Hanabilah, apabila ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh 

penyewa atau dihadapannya, maka dia tetep memperoleh upah, karena 

barang tersebut ada ditangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya, apabila 

barang tersebut ada ditangan ajir, kemudian barang tersebut rusak atau 

hilang maka ajir tidak berhak atas upahnya.
55

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Pembahasan tentang upah memang sudah banyak di bahas dan 

dijadikan masalah penelitian baik dalam skripsi, jurnal maupun dalam buku. 

Namun meskipun demikian penulis berusaha untuk mencari celah dari 

beberapa karya mengenai sewa menyewa antara lain karya dari Abdul Wahid 

mahasiswa UIN Suska Riau Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul 

skripsi Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi  di 

Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu). Hasil 

penelitian dalam skripsi ini ialah bahwa sistem upah mengupah tersebut 

diperbolehkan karena bersumber dar ‘urf yang shohih. Perbedaan antara 

penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek 
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penelitian. Penelitian sebelumnya memfokuskan penelitian terhadap 

pengupahan buruh padi dengan sistem upah dibayar dengan hasil panen. 

Sedangkan penelitian penulis adalah sistem pengupahan kuli angkut yang di 

upah tidak sesuai dengan akad seebelumnya.
56

 

Karya ilmiah yang kedua yang menjadi sandaran penulis dalam 

melakukan penelitian adalah skripsi seorang mahasiswi bernama Nisrin 

Afrinasti jurusan Hukum ekonomi Syariah dengan judul Sistem Cicilan 

Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqh Muamalah. Hasil 

penelitian skripsi Nisrin ialah upah mengupahnya batal dan tidak sesuai 

dengan hukum Islam karena dapat merugikan pekerja. Perbedaan antara 

penelitian tersebut dengan penlitian yang penulis lakukan adalah pada intisari 

pembahasan, dimana Nisrin membahas sistem pengupahan karyawan dengan 

metode upah cicilan sedangkan penulis membahas sistem pengupahan kuli 

angkut oleh pedagang dengan metode pembayaran setelah barang dagangan 

laku.
57

 

Karya ilmiah ketiga yang penulis jadikan rujukan dalam pembuatan 

skrispi ini adalah karya ilmiah berbentuk skripsi oleh Siti Anjas Sonia 

mahasiswa jurusan Muamalah UIN Mataram dengan judul skripsi Persfektif 

Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir Di Desa Kekeri 

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian dalam 

skripsi tersebut menyatakan bahwa upah batal karena tidak sesuai dengan 
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Fiqh Muamalah disebabkan tidak ada kesepakatan yang jelas di awal. 

Perbedaan antara penelitian Siti Anjas Sonia dengan penelitian penulis adalah 

Subjek dan lokasi penelitian. Siti Anjas mengambil buruh pasir sebagai 

subjek penelitian, sedangkan penulis menjadikan kuli angkut sebagai subjek. 

Kemudian, Siti Anjas mengambil lokasi penelitian di Desa Keriki Lombok 

Barat sedangkan penulis menjadikan pasar tradisional Desa Bangun Purba 

Kabupaten Rokan Hulu sebagai tempat penelitian.
58

 

Karya ilmiah keempat sebagai tinjuan pustaka adalah skripsi 

mahasiswa UIN Suska Riau bernama Lilis Fitrisofa Nurseha dengan judul 

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan 

Harian di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan 

Hulu Riau. Karya ilmiah tersebut berangkat dari permasalahan adanya kuli 

angkut yang mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan.. 

Perbedaan antara penelitian tesebut diatas dengan penelitian yang penulis 

jalankan terdapat pada konsep pemberian upah. Dititik permasalahannya 

dimana ketidaksesuaian yang diteliti oleh Lilis merupakan hal yang pasti, 

namun dalam penelitian yang penulis lakukan ada kemungkinan upah 

didapatkan sesuai dengan akad serta kemungkinan tidak sesuai. Ketidak 

sesuaian upah tersebut sangat bergantung pada si pemberi upah yang mana 

tidak sama dengan konsep pemberian upah yang diteliti oleh skiripsi diatas.
59
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Karya ilmiah terakhir adalah skripsi Ani Hidayati jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah UIN Suska Riau dengan judul skripsi Tinjauan Fiqih 

Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan 

Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi. Penelitian tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan 

adanya ketidakseimbangan antara upah yang diterima dengan kewajiban kerja 

yang dikerjakan, sehingga adanya keinginan penulis untuk meneliti tentang 

Upah mengupah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah di 

objek penelitian. Ani Hidayati membuat penelitian dalam perspektif Fiqh 

Muamalah tentang ketidakseimbangan upah kerja dengan pekerjaan. 

Sedangkan penulis mendalami tentang pandangan fiqh muamalah terhadap 

akad upah kerja yang mana pemberian upah bergantung pada hasil 

pendapatan dagangan si pemberi upah. Pekerja telah menyepakati akad 

dengan pemberi kerja namun upah setelah pekerjaan tidak sesuai dengan 

kesepakatan.
60

 

 

                                                             
60

 Ani Hidayati, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik 

Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi,(Pekanbaru: Skripsi, 2019), h. 56. 



32 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau 

lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang 

yang menghasilan data deskriptif yakni apa dinyatakan informan baik secara 

tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta, keadaan yang terjadi di 

lapangan pada saat penelitian berlangsung.
61

  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif artinya 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, terknik 

pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisai. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan 

data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data 

yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang 

tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui 

Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut 

Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba 
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Kabupaten Rokan Hulu serta Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik 

Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di 

Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten 

Rokan Hulu. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama 

sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi 

dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data - data penelitian yang 

akurat.
62

 Penelitian ini di laksanakan di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba 

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Lokasi 

dipilih oleh penulis karena adanya ketidaksesuaian mengenai Praktik Akad 

Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang yang 

diduga menyalahi konsep Ijarah dalam Hukum Ekonomi Islam. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah Informan yang berarti orang pada latar 

penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kodisi 

latar belakang.
63

 Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

para kuli dan pedagang di pasar tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan 

Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. 

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Perspektif Fiqh 

Muamalah Terhadap Praktik Akad Ijarah Di Pasar Tradisional Desa 

Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. 

E. Informan Penelitian 

Dalam penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah populasi 

karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi 

sosial tertentu dan kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi tetapi 

ditrasnferkan  ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan 

situasi pada kasus yang dipelajari.
64

 

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu 

berasal dari wawancara langsung oleh 3 kuli angkut barang dan 2 orang 

pedagang yang menggunakan jasa kuli angkut.  

 

F. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber 

data yaitu : 
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2015), Cet. Ke-22, h. 215. 
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1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber 

asli atau sumber pertama.
65

 Melalui sumber data primer penulis 

memperoleh data dari observasi dan wawancara dengan kuli angkut dan 

pedagang pengguna jasa kuli angkut. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
66 Melalui 

sumberdata sekunder penulis memperoleh informasi dari buku dan literatur 

yang relevan dengan penelitian ini. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu : 

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melakukkan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang 

diteliti. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai 

tambahan informasi dalam penelitian. 

2. Wawancara merupakan cara yang dilakukan dengan melakukan dialog 

secara lisan di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden 
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atau informan dan responden atau informan juga menjawab secara lisan.
67 

Dalam hal ini, teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah 

wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

bebas dan tetap terkontrol dimana peneliti menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap serta baku 

namun hanya beragai catatan dan garis besar agar memudahkan dalam 

wawancara. 

3. Dokumentasi yaitu cara atau teknik yang dilakukan dengan mengumpulan 

data menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah 

penelitian.
68

 

 

H. Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap , tahap berikutnya adalah 

analisis data . Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh kebenaran – kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan 

yang akan diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan 

atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang 

diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat 

diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. Data 

yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk katakata atau gambar. 
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I. Metode Penulisan 

Setelah data-data diolah dan dianalisis kemudian disusun dengan 

menggunakan metode - metode sebagai berikut : 

a. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian dan pengertian yang 

bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Deskriptif, adalah menggambarkan secara tepat dan mendetail masalah 

yang diteliti dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab - bab sebelumnya yang membahas 

tentang Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli 

Angkut Barang Di Pasar Tradisional desa Bangun Purba Kecamatan Bangun 

Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah, maka penulis dapat 

mengambil beberap kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem pembayaran upah kuli angkut oleh pedagang diberikan di akhir saat 

pedagang selesai berjualan pada hari itu. sistem ini berlaku karena upah 

yang digunakan untuk membayar jasa kuli angkut berasal dari hasil jualan 

pedagan pehari itu. pedagang dengan kuli angkut telah melakukan 

semacam akad secara lisan yang mana pedagang melontarkan permintaan 

bantuan kepada kuli untuk mengangkut barang dangannya ke kios. 

Besaran upah juga disebutkan sebesar Rp.30.000 perkios dengan metode 

pembayaran di akhir. Namun dalam praktiknya terjadi pengurangan 

jumlah besaran upah yang diberikan pedagang. Pengurangan tersebut 

didasarkan pada tingkat barang yang terjual sedikit. 

2. Praktik akad Ijarah dalam sistem pembayaran upah kuli angkut barang di 

Pasar Tradisional Desa Bangun Purba tidak sesuai dengan Fiqh 

Muamalah. Karena konsep pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan 

atau akad di awal. Pemotongan upah buruh angkut yang apabila dagangan 

banyak tidak terjual merupakan perbuatan zalim kepada kuli yang tidak 

dibenarkan oleh islam. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada tulisan kali ini adalah: 

1. Kepada pedagang hendaknya memberikan upah setelah kuli 

menyelesaikan pekerjaanya dan tidak menetapkan besaran upah yang akan 

diberikan tergantung dengan hasil dagangan. 

2. Kepada kuli hendaknya membuat kesepakatan yang jelas untuk jasa yang 

ditawarkan sehingga mengecilkan terjadinya potensi kerugian dan 

penganiayaaan.  
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